
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 381 7); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

a. bahwa koperasi, usaha mikro dan kecil memiliki peran 
dan kedudukan yang strategis dalam membangun 
ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan 
lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan; 

b. bahwa menghadapi perdagangan bebas di tingkat 
regional dan intemasional koperasi, usaha mikro dan 
kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi 
di daerah perlu diberdayakan, dikembangkan dan 
dilindungi melalui pengembangan sumber daya 
manusia, dukungan permodalan, produksi dan 
produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan 
kemitraan, sertajaringan usaha dan pemasaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, 
Pengembangan dan Perlindungan Koperasi, Usaha 
Mikro dan Kecil; 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI KUBU RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN 
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 
















































